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BUPATIMAROS

PERATURAN BUPATI IIAROS
NOiiOR : 06 TlruN 2011

TENTANG
PENJABARAN TUGAS POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA

DINAS PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN AROS

DENGAN RAHIAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAROS.

Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Ayat (8) Psraturan
Daerah Kabupaten Maros Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi
dan Tata Keria Dinas - Dinas Daorah Kabupaten Maros, sebagaimana
telah diubah dangan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2010 tentang
Perubahan Kedua atas Peraluran Deerah Nomor 21 Tahun 2008
tentang Organisasi dan Tato Koria l)inas - Dinas Oaerah Kabupatan
Maros, maka dipandang perlu monyusun Tugas Pokok, Fungsi, Uraian
Tugas dan Tata Keria Dinas Pengolola Keuangan Daerah lcbupalen
Maros.

b. bahwa berdasarkan p€ imbangan sebagaimana maksud pada hunrf a
di atas, maka p€du menetapkan Peraturan Bupati tentang
penjabaran Tugas Pokok,Fungsi, Uraian Tugas dan Tata Kerja Dinas
Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Maros.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan
Daerah-Daerah Tingkat ll di Sulawesi (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lsmbaran Negara
Republik Indonesia Nomor 1822):

2. Undang-Undang Nomor E Tshun 1974 tentang Pokok-pokok
Kepegawaian (Lembaran Negara Tahun 1974 Nomor 55, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3i41) sebagaimana
telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 43 Tahun 1999
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 169, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 3890);

3. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 l€ntang Pemb6ntukan
Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Nogara Republik
Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4389);

4. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indon€sia Nomor .t437)
sebagaimana telah diubah boberapa kali terakhir dengan Undang-
Undang Nomor 12 Tahun 2008 tEntang perubahan ksdua atas
Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang psrnerintahan Daerah
(Lembaran Negara R€publik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4&44);



5. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman

Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemodntah Daerah

(Lembaran Negara Ropublik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia nomor 4593)i

6. Peraturan Pemedntah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian

Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah

Propinsi dan Pem6rintah Daorah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara

Reoublik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran

Negara Republik Indonesia Nomor 4737);

7. Peraturan Pemelintah Nomor 41 Tahun 2007 tentang Organisasi

Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 89, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor

4741\i

8. Peratutan Pemorintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin P€gawai

Negeri sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010

Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara R€publik Indonesia Nomor
ttaa\'

9. Peraturan Oaerah Kabupaten Maroa Nomor 7 Tahun 2008 tsntang
Urusan Pemelintahan yang Meniadi Kewenangan Pemerintah Daerah
Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Kabupaton Maros Nomor 7
Tahun 2008);

10. Peraturan Daerah KabuDaien Maros Nomor 21 Tahun 2008 tentang

Organisasi dan Taia Kerja Dinas - Dinas Daerah KabuPaten Maros

(Lembaran Daerah Tahun 2008 Nomor 21) s€bagimana telah diubah

beberapa kali terakhir dongan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun

2OlO tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupatgn

Maros Nomor 21 Tahun 2008 tentang Organisasi dan Tata Kerja Dinas

- Oinas Oaerah Kabupaten Maros (Lembaran Daerah Tahun 2010

Nomor 08).

IEMUTUSKAN :

Menetapkan : PEMTURAN BUPATI MAROS I ENTANG PENJABARAN TUGAS
POKOK, FUNGSI, URAIAN TUGAS DAN TATA KERJA DINAS
PENGELOLA KEUANGAN DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UIUIII
Pasal 1

Dalam Peraturan ini, yang dimaksud dengan:

'1. Daerah adalah Daerah Kabupaten Matos;

2. Pemerintah Daerah adalah Bupati be8€rta perangkat Daerah sebagai unsur
penyelenggara Pemerintahan Daerah;

3. Bupati adalah Bupati Maros;

4. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Ma;os;

5. Desentralisasi adalah Penyerahan wewenang Pemeriniahanan oleh Pemerintah
kepada Oaerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan Pemerintahan dalam
Sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia;



6.

7.

Tugas Pembantuan adalah Penugasan. dad Perrorintah kePada Daerah dan/atau

Desa dari Pemerintah Kabupaten untuk molakssnakan tugas terlEntu:

Dinas adalah Dinas Pengelola Keuangan Daorah m€rupakan unsur pelaksana

Pemerintah Daerah yang dipimpin oleh sgorang Kopala yang bsrada di bawah dan

bertanggung jawab kepada Bupati melatui Sekretaris Daerah Kabupaten Maros;

Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pengelola Ksuangan Daerah Kabupaten Maros;

Tugas Pokok adalah lKiar dari kesgluruhan tugas jabatan;

Fungsi adalah pekerjaan yang merupakan penjabaran dali lugas Pokok;

Uraian tugas adalah paparan atau bentangan atas semua tugas iabatan yang

merupakan tugas pokok yang dilakukan pemegang labatan:

Kelompok Jabatan Fungsional, adalah Kelompok Jabatan Fungsional pada Dinas

Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Maros

8.

9.

10.

't 1.

12.

oo

(1)

BAB II
TUGAS POKOK, FUNGSI OAN URAIAN TUGAS

B.gi.n Pertrma

Dinas Pongelola Kouengan Daelah

Pasal 2

Dinas Pengelola Keuangan Daerah dipimpin oleh Kepala Dinas yang

mempunyai tugas pokok membantu Pimpinan dalam menyelenggarakan
penyusunan dan pelaksanaan kebijakan Daerah dibidang Pengelolaan

Keuangan Daerah berdasarkan azas desentralisasi dan tugas pembanluan.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Kopala Dinas

Pengelola Keuangan Daerah memPunyai fungsi:

perumusan kebiiakan teknis Pengelolaan Keuangan daelah meliputi bidang

kajian pendapatan, pengelolaan ksuangan, akuntansi dan a88et;

pengkoordinasian penyusunan perencalnaan pengslolaan keuangan daerah;

pmbinaan dan penyelsnggaraan tugas dibidang p€ngelolaan keuangan

daerah;

d. penyelenggaEan tugas kedinasan lain sesuai bllang tugasnya.

(3) Uraian tugas Kepala Dinas Pongelola Keuangan Daerah sobagai berikut :

a. mengkoordinasikan penyusunan rencana strategis (Renstra) dan rencana
keria (Renja) Dinas Pengelola Keuangan Daerah sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan
bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan
serta memberikan penilaian prostasi koda;

c. mendistribusikan tugas{ugas lsrtentu dan memberi petuniuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan sehingga pelaksarraan tugas berjalan lancar;

d. menyelenggarakan perumusan kobllakol lbknis dan penyusunan pedoman
p€laksanaan Pengelolaan Keuangan Doorsh;

(2)

D.

e. mengkoordinasikan dan menyelgngoatakan penyusunan
Anggaran Pendapatan dan Belania daorah dan Rancangan
Anggaran Pendapatan dan B€lanja daerah;

mengkoordinasikan, memfasilitasi, dan menyelenggarakan
Keuangan Daerah;

Rancangan
Perubahan

Pengelolaan



oo

g. mengkoordinasikan dan menyelenggarakan pengelolaan piniaman, iaminan'
utang dan piutang Daerahi

h. menyelenggarakan kegiEtan B€ndahara Umum Daerah;

t.

mengkoordinasikan dan mengendalikan adminishasi pengslolaan keuangan
daerah dalam hubungannya dengan masyarakat;

mengkoordinasikan dan menyelonggarakan pemungutan pendaPatan

Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang b€daku;

menyelenggarakan psnyaiian informasi dan penyusunan laPoran keuangan
daerah sesuai dengan peraluran perundang-undangan yang berlaku;

menyelenggarakan p€mbinaan darr lasilitasi penyusunan Anggaran
Pendapatan dan Belania Daarah (APBD) Kabupaten;

m.menyelenggarakan kebUaken ploOram, kouangan, umum, peflengkapan dan
kepegawaian dalam lingkungan DinaE PorUelolaan Keuangan Daorah;

n. menyusun laporan haail pelaksanaan tugas dan memb€rikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebiiakan;

o. menyelenggarakan tugas kedinasan lein yang diperintahkan atasan sesuai
dengan bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran p€laksanaan lugas.

Pasal 3

Dinas Pengelola Keuangan Daerah terdiri darl :

a. Sekretariat;
b. Bidang Pengelolaan Keuangan;
c. Bidang Akuntansi;
d. Bk ang Asset;
e. Unit Pelaksana Teknis;
f. Kelompok Jabatan Fungsional.

(1)

Bagi.n Kodua

SokFt rl.t
Pasal.,

Sekretariat dipimpin oleh Sekretaris yeng mempunyai tugas pokok membantu
Kepala Dinas dalam mengkoordinasikan kegiatan, momb€rikan pelayanan
teknis dan administrasi urusan umum dan kepegawaian, keuangan serta
penyusunan progGm dalam lingkungan dinas.

Untuk melaksanakan tugas pokok tersebut pada ayat (1), S€kretaris
mempunyai fungsi :

a. pengkoordinasian pelaksanaan kegiatan;

b. pengelolaan urusan umum dan adminislrasi kepegawaiani

c. pengelolaan administrasi keuangan;

d. pengkoordinasian dan penyuaunan program s€rta pengelolaan dan
penyajian data;

e. pengelolaan dan pembinaan organisasi dan tatalaksanai

f. pelaksanaan tugas kedinasan lain s€suai bidang tugasnya.

Uraian tugas Sekretaris s€bagai b€rikut :

a. menyusun rsncana kegiatan sekretariat sebagai pedoman dalam
pelaksanaan fugas;

b. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum
dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;

(2',)

(3)



f.

mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi potuniuk Pelaksanaan
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

melaksanakan koordinasi pelaksanaan kegiatan dalam lingkungan dinas
sehingga teMujud koordinasi, sinkronisasi dan int€grasi p€hksanaan
kegiatan;

mengkoordinasikan p€nyusunan dan pelaksanaan Standar Operasional
Prosedur (SOP) setiap kegiatan Dinas Pengelola Keuangan;

mengkoordinasikan pelakganaan, pengendalian, dan evaluasi
penyusunan Laporan Akuntabilitas Kineda Instansi Pemerintah (LAKIP);

g. melaksanakan dan mengkoordinasikan tugas dan kegiatan dari Sub
Bagian Program;

h. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi umum dan
kepegawaian;

i. melaksanakan dan mengkoordinasikan pelayanan administrasi keuangan;

i.melaksanakan dan mengkoordinasikan pelaksanaan pembinaan
organisasi dan tatalaksana dalam lingkungan dinas;

k. melaksanakan dan mengkoordinasikan pebksanaan urusan rumah tangga
dinas:

L menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan membedkan saran
pertimbangan k€pada atasan sebagai bahan parumusan kabijakan;

m.melaksanakan fugas kedinasan laln yang diperintahkan oleh atasan seauai
bidang tugasnya untuk mendukung kolancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 5

Sekretariat terdiri dari :

a. Sub Bagian Program;
b. Sub Bagian Kepegawaian dan Umum;
c. Sub Bagian Keuangan.

Sub BaglanProgram

Pasal 6

(1) Sub BagianProgram dipimpin oleh Kepala Sub Bagian yang mempunyai
tugas pokok membantu Sekretaris dalam pembinaan, koordinasi, monitoring
dan evaluasi program;

(2) Uraian tugas pokok Kepala Sub Eagian Program s€bagai berikut:

a. menyusun rencana strategis (Renslra) dan rencana keda (Renja) kegiatan
Dinas Pengelola Keuangan Oasrah sebagai pedoman dalam pelaksanaan
tugas;

memberi petuniuk, bimbingan t€knis, p€ngawasan dan p€nilaian kin€rja
kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan perencanaan program
oan anggaran;

menyiapkan bahan dan m€nyusun dokumen pelaksanaan kegiatan dan
anggaran;

menghimpun dan menyalikan data dan informasi program dan kegiatan
dinas;

mengelola dan melakukan p€ngembangan sistem p€nyaiian data b€rbasis
leknologi informasi;

menyusun laporan hasil pslaksanaan tugas dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan p6rumu8an kebiiakan;

o.

d.

e.

t.

g.



h. melaksanakan tugas kedinasan lain yang dip€rintahkan oleh atasan sesuai

bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas'

Sub Bagian Kopegawalan dan Umum

Pasal7

(1) Sub BagianKepegawaian dan Umum dipimpin ol€h KePala Sub Bagian yang' ' 
mempuiyai tugaa pokok membantu Sekretaris dalam pembinaan, koordinasi,

monitoring dan evaluasi kepegawaian dan umum.

(2) Uraian tugas Kepala Sub Bagian Kepegawaian dan Umum s€bagai berikut :

a. menyusun rencana kegiatan Sub Bagian Kepegawaian dan Umum

sebagai pedoman dalam p€laksanaan tugas;

memberi petuniuk, bimbingan teknis, pengawasan dan penilaian kineria

kepada bawahan sehingga p€laksanaan tugas berialan lancar;

menyusun Standar Operasional Prosedur (SOP) setiap kegiatan Dinas

b.

Pengelola Keuangan Daomh;

d. menyiapkan bahan Laporan Akuntabiliias Kineda
(LAKIP);

e. menyiapkan bahan, mengelola dan menghimpun daffar lradir p€gawai;

f. menyiapkan bahan dan mengelola administlasi surat tugas dan perialanan

dinas pegawait

g. menyiapkan bahan dan menyususn rencana formasi, informasi jabatan'

dan bezetting pegawai;

h. menyiapkan bahan dan mengelola administrasi kep€gawaian meliputi usul
kenaikan pangkat, perpindahan, pensiun, penilaian p€lak8anaan
pekerjaan, kenaikan gaji b€rkala, cuti, ijin, masa keia, peralihan status'
dan layanan administrasi kepegawaian lainnya;

i. menyiapkan bahan usulan pemberian tanda penghargaan dan landa jasa
pegawai negeri sipil;

i. menyiapkan bahan perumusan kebiiakan p€mbinaan, Peningkatan
kompetensi, disiplin dan kesejahteraan pegawai negeri sipil;

k. mengembangkan penerapan sistem informasi kep€gawaian b€rbasis
teknologi informasi;

l. melakukan administrasi pengklasifikasi dan pendistribusian surat masuk
dan keluar menurut ienisnya;

m.mempersiapkan pelaksaanaan rapat dlna8, uPacara bendera, kehumasan,
dan keprotokolan;

n. mengelola sarana dan pragarana serta melakukan urusan rumah tangga
ornas:

o. menyiapkan bahan dan menyusun administrasi pengadaan,
pendistribusian, pemeliharaan, inv€ntarisasi dan penghapusan barang;

p. menyiapkan bahan dan menyusun dafiar inventarbasi barang serta
menyusun laporan barang inventaris;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pem€rintah

t.



Sub Begi.n Keurng.n

Pa8al 8

(1) Sub Bagian Keuangan dipimpin oleh Kopala Sub Bagian yang mempunyai

tugas pokok membantu Sekretiaris dalsm monghimpun bahan dan mengelola

administrasi keuangan meliputi penyusunan anggaran' pEnggunaan'

pembukuan, pejtanggungiawaban dan pelaporan.

(2) Uraian Tugas Kepala Sub Bagian Keuangan sebagai b€rikut :

a. menyusun Rencana Ketia Anggaran (RKA) dan Dokumen P€laksanaan

Anggaran (DPA) lingkup Dinas Pengelota Keuangan Daerah;

b. memberi petuniuk, bimbingan tsknis, pengawasan dan penilaian kineria

kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas barialan lancar:

c. melaksanakan pengumpulan, pengolahan, penganalisaan dan penyaiian

data keuangan;

d. melakukan pongendalian keuangan lingkup dinas kebudayaan dan

Dariwisata:

e. melaksanakan pengendalian pongeluaran kas (cash flo'/);

f. menyusun dokumen terhadap penerbitan Surat Perintah Membayar (SPM)

lingkup Dinas Kebudayaan Dan Pariwisata

g. melaksanakan Pengujian dan analisa Surat Perintah Membayar (SPM)'

Uang Persediaan (UP) Ganti Uang Persediaan (GU), Tambahan Uang
Persediaan (TU) dan Langsung (LS) yang diajukan oleh Kuasa Pengguna
Anggaran (KPA) lingkup dinas kobudayaan dan pariwisata;

h. membuat laporan bulanan reali3asi anggaran belania menurut r6kening
berdasarkan pengeluaran SPM;

i. melaksanakan kontrol keuangan;

j. melaksanaan urusan pengslolaan gaii dan melaksanakan penggajian;

k. melaksanakan proses adminisltasi terkait dengan penatausahaan, dan
pengelolaan keuangan dinas;

L menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memb€dkan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakani

m.melaksanakan tugas kedinasan lain yang diparintahkan oleh atasan s€suai
bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran Palaksanaan tugas.

(1)

Bagian Ketige
Bldang P6ngolol.an Keuangan

Pasal I
Bidang Pengelolaan Keuangan dipimpin oleh Kepala
mempunyai tugas pokok membantu Kepala Dinas dalam
p€ngawasan, menyiapkan bahan dan penyusunan pedoman

teknis bidang anggaran, petbendaharaan, dan kas daetah.

Untuk menyelenggarakan tugas pokok torsobut pada ayat (1)
Pengelolaan Keuangan mempunyal fungEi :

BlJang yang
per€ncanaan,

s€rta petunjuk

Kepala Bidang

a. perumusan kebirakan toknb di bidang pengelolaan keuangan meliputi
anggaran, perbendaharaan ddn kas daotah.

b. pengkoordinasian dan perumusan produk peraturan behnia daerah;

12)



b. pengkoordinasian dan perumusan produk peraturan belanja daerah;

c. pelaksanaan bimbingan teknis dan evaluasi bidang anggaran,
perbendaharaan dan pelaporan;

d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas kepala bidang pengelolaan keuangan sebagai berikut:
a. menyusun rencana kegiatan bidang pengelolaan keuangan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas;

b. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum
dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi kerja;

mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petunjuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;
mengkoordinasikan dan menyusun peraturan mengenai pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

e. merumuskan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah bidang
pengan9garan;

f. melaksanakan kebijakan di bidang anggaran, perbendaharaan dan
pelaporan;

g. mengkoordinasikan dan menyusun slandar, norma, pedoman, kriteria dan
prosedur di bidang anggaran, perbendaharaan dan pelaporan;

h. mengkoordjnasikan penyusunan siandar satuan harga dan analisis
standar belanja daerah;

i. mengkoordinasikan dan menyusun perencanaan anggaran penanganan
urusan pemerintah kabupaten;

j. mengkoordinasikan dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja daerah (APBD) dan Rancangan
Peraturan Bupati tentang penjabaran APBD;

k. mengkoordinasikan dan membuat pedoman penyusunan RKA-SKPD,
DPA-SKPD. dan DPPA-SKPD

l. melaksanakan pengesahan OPA-SKPD dan OPPA-SKPO;
m. mengkoordinasikan dan menyusun penetapan kebijakan keseimbangan

flscal antar KabuDaten:

n. mengkoordinasikan dan menyusun kebijakan pendanaan urusan
Pemerintahan yang menjadi tanggung.jawab bersama (concurrent) antara
provinsi dan Kabupaten;
melaksanakan bimbingan teknis dan evaluasi di bidang anggaran,
perbendaharaan dan pelaporan;

melaksanakan penatausahaan bidang anggaran, perbendaharaan dan

c.

o.

p.
petaporan;

q. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

r. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Pasal 10

Bidang Pengelolaan Keuangan terdiridari :

a. SeksiAnggaran;
b- SeksiPembendaharaan;
c. Seksi PelaDoran:



Soksi Anggaran
Pasal 11

(1) Seksi Anggaran dipimpin oleh Kepala seksi yang mempunyai tugas pokok

membantu Kdpala Bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi'
monitoring dan evaluasi anggaran,

(2) Uraian tugas kepala seksi anggaran sebagaiberikut:

a. menyusun rencana kegiatan seksi anggaran sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. memberi petunjuk, bimbingan teknis, pengawasan dan penilaian kineria
kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar:

c. mengkoordinasikan dan menyusun peraturan mengenai pokok-pokok
Pengelolaan Keuangan Daerah;

merumuskan kebijakan Pengelolaen Keuangan
pengan99aran;

mengkoordinasikan dan menyusun standBr, norma,
prosedur di bidang penganggaran;

mengkoordinasikan penyusunan slandar saiuan

d.

e.

g.

n.

Daerah di bidang

pedoman, kriteria dan

harga dan analisis
standar belanja daerah;

mengkoordinasikan dan menyusun parencanaan anggaran penanganan

urusan Pemerintah Kabupaten:

mengkoordinasikan dan menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang
Anggaran Pendapatan dan Belanja Daarah (APBD) dan Rancangan
Peraluran Bupati tentang penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja
Daerah (APBD);

mengkoordinasikan dan manyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBo) dan
Rancangan Peraturan Bupati tentang penjabaran Perubahan Anggaran
Pendapatan dan Belanja Oaerah (APBD);

i. mengkoordinasikan dan membuat podoman penyusunan RKA-SKPO,
DPA-SKPD. dan DPPA-SKPD:

k, melaksanakan pengesahan OPA-SKPD dan DPPA-SKPD;

L mengkoordinasikan dan menyusun penetapan kebiiakan keseimbangan
fiscal antar Kabupaten/kota;

m. mengkoordinasikan dan menyusun kebijakan pendanaan urusan
Pemerintahan yang meniadi tanggung jawab bersama (concurrent) antara
Provinsi dan Kabupaten;

n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas seksi anggaran dan
memberikan saran portimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebiakan;

o. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperinlahkan oleh atasan sesuai
bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Seksi Perbendaharaan
pasal .12

(1) Seksi Perbendaharaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas
pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi,
moniloring dan evaluasi perbendaharaan.

f.

I,



(2) Uraian tugas Kepala Seksi Pembendaharaan sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan seksi perbendaharaan sebagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;

b. memberi petunjuk, bimbingan teknis, pengawasan dan penilaian kinerja
kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas borialan lsncar:

c. menyiapkan bahan penetapan kebijakan bidang perb€ndaharaan skala
Kabupatenl

d. menyiapkan bahan pedoman, norma, standar prosedur dan kriteria
dibidang perbendaharaan;

e. menyiapkan bahan koordinasi dan fasilitasi bidang perbendaharaan akala
Kabupaten;

f. melaksanakan evaluasi dan penilaian kineda bendahara penerima dan
pengeluaran;

g. melaksanakan pembinaan terhadap pengelola keuangan dimasing-masing
Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

h. menyusun iaporan hasit pelaksanaan tugas seksi perbendaharaan dan
memberikan sqran pertimbangan kepada atasan sebagai bahan
perumusan kebijakan;

i. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai
bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Seksi PelaPoran

Pasal 13

(1) Seksi Pelaporan dipimpin oleh Kepala Seksi yang mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan bahan perumusan dan
melaksanakan kebijakan, slandarisasi, pembinaan, monitoring dan evaluasi
laporan pertanggungjawaban pelakBanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD).

(2) Uraian tugas kepala seksi pelaporan eobagoi berikut:
a. menyusun rencana kegiatan seksi polaporan sebagai pedoman dalam

pelaksanaan lugas;
b. memberi petunjuk, bimbingan teknis, pengawasan dan penilaian kinerja

kepada bawahan sehingga palaksanaan tugas berjalan lancar;

c. menyiapkan bahan dan menyusun rumusan kebiiakan di bidang
peraporan;

d. mengkoordinasikan dan melakukan kebijakan di bidang pelaporan;

e. menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan menyusun standar, norma,
pedoman, kriteria dan prosedur di bidang pelaporan;

f. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan, bimbingan taknis dan
evaluasi di bidang pelaporan;

g. menyaapkan bahan dan melakukan monitoring, pengawasan dan evaluasi
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Daerah (APBD) masing-masing Satuan Kerja Perangkat Daerah
(sKPD);

h. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan
laporan pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan
Belanja Oaerah (APBD);

i. menyiapkan bahan penetapan kebijakan tenlang sistEm dan prosedur
pelaporan Pengelolaan Keuangan Oaerah provinsi:

i. menyiapkan bahan, mengkoordinasikan dan melakukan psnyusunan
laporan keuangan dan pertanggungjawaban pelaksanaan penoanaan



K.

urusan Pemeriniahan yang menjadi langgung jawab bersama (urusan

concurrent);
menviaDkan dan menghimpun bahan dalam rangka penyusunan lapolan

pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapalan dan tselanla

Daerah (APBD);

melakukan administrasi bidang pelaporani

m.menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan kepada-Satuan Keria

Peranglat Daerah (SKPD) tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;

n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memb€rikan saran

pertimbangan kapada atasan sebegai bahan perumusan kebijakan:

o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai

bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas'

Bagisn KoomPst

Bidang Akuntsnsl

Pasal 14

(1) Bidanq Akuntansi dipimpin oleh kepala bidang yang mempunyaitugas pokok
' ' membintu Kepala Dinas dalam perencanaan' pengawasan' menyiapkan

bahan dan penyusunan pedoman serta petunjuk teknis dibidang veritikasi,
pembukuan dan Pelaporan.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) kepala bidang

akuntansi mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan di bidang akuntansi;

b. pelaksanaan kebijakan di bidang akuntansi:

c. pelaksanaan pembinaan, bimbingan teknis dan svaluasi di bidang

akuntansi:
d. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya;

(3) Tugas pokok kepala bidang akuntansi sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan bidang akuntansi sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas:

b. memantau, mengawasi dan mengevaluasi Pelaksanaan tugas dan
kegiatan bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum
dilaksanakan serta memberikan penilaian prestasi keda;

mendistribusikan tugas-tugas tertentu dan memberi petuniuk pelaksanaan
tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berialan lancar;

menyiapkan perumusan kgbijakan Pongelolaan Keuangan Daerah di
bidang akuntansi melaksanakan kebiakan di bidang akuntansi;

melaksanakan pembinaan, bimbingan teknis dan evaluasi di bidang
akuntansi dan

melaksanakan monitoring, pengawa8rln dan evaluasi pelaporan
pertanggung jawaban pelaksanaan Anugaran Pgndapatan dan Belanja
Daerah (APBD) masing-masing Satuan Korja Perangkat Daerah (SKPD);

mengkoordinasikan dan menyispkan laporan pertanggungiawaban
pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Bslanja Daerah (APBD);

melaksanakan perumusan kebijakan tentang sistem dan prosedur
akuntansi Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten;
mengkoordinasikan dan menyusun laporan keuangan dan
pertanggungjawaban pelaksanaan Anggaran Pendapalan dan Belania
Daerah (APBD) Kabupaten;

f.

d.

e.

9.

h.



k. mengkoordinasikan dan menghimpun bahan
laporan pertanggungrawaban pelaksanaan

Belania Daerah (APBD);

merumuskan kebijakan laporan
pelaksanaan Pendanaan urusan
jawab bersama (conculran0;

keuangan dan Pertanggungiawaban
Pemerintahan yang menjadi tanggung

dalam rangka Penyusunan
Anggaran PendaPatan dan

l. melaksanakan pengelolaan administrasl ksuangan yang berkaitan dengan
jurnal, buku besar dan buku pembantu;

m.menyusun laporan hasil pelakganoan tugas dan memb-arikan saran

pertimbangan kepada atasan ssbagal bulun perumusan kebijakan;

n. melaksanakan tugas kedinasan lsin yano diperintahkan oleh atasan sesuat

bidang tugasnya untuk mendukung kolancaran pslaksanaan tugas'

Passl 15 '

Bidang Akuntansi terdiri dari :

a. SeksiVerifikasi;
b. Seksi Pembukuan.

Seksi Vorilikasi
Pasal 16

(1) Seksi Verifikasi dipimpin oleh kepala seksi yang mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang dalam menyiapkan dan melaksanskan kebijakan'

standardisasi, administrasi di bidang verifikasi.

(2) Uraian tugas kepala seksiveifikasi sebagai berikut:

a. menyusun rencana kagiatan sgksi verilikasi sebagai podoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. memberi petunjuk, bimbingan leknis, pengawasan dan penilaian kinerja
kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. menyiapkan bahan pe.umusan kebijakan Pengelolaan Keuangan Daerah
di bidang verifikasi;

d. melaksanakan kebijakan di bidang verifikasi;

e. melakukan pemeriksaan bukti-buKi penerimaan, pengeluaran dan
melakukan penelitian atas kelengkapan dokumen surat pertanggung
jawaban penggunaan dana dari masing-masing Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPO);

f. menyiapkan surat penolakan atau kesalahan dokumen pertanggung
jawaban;

g. melaksanakan koreksiatas dokumen SPJ SKPD;

h. menyiapkan surat peringatan^eguran atas ketedambatan penyampaian
SPJ;

i. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan penyusunan
slandarisasi, norma, pedoman, kriteria dan prosedur di bidang verifikasi;

i. menyiapkan bahan dan melakukan pembinaan, bimbingan teknis dan
evaluasi di bidang veritikasi,

k. melakukan administrasi bidang verifikasi;
l. menyusun laporan hasil pglaksanaan tugas dan Inemberikan saran

pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan:
m.melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai

bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.



(1)

(2')

Seksl Pombukuan

Pasal 17

Seksi Pembukuan dipimpin oleh kepala seksi yang mompunyai lugas pokok

r"ro"nt, Kepala 
'Bidlng dalam melakukan pengelolaan administresi

keuangan dalam bentuk jurnal, buku besar dan buku pembantu'

Uraian tugas k€pala pembukuan sebagai betikut:

a. menyusun rencana kegiatan seksi pembukuan sebagai pedoman dalam

pelaksanaan tugas;

b. membari petunjuk, bimbingan tsknis, pengawasan dan penilaian kinerja

kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berialan lancari

c. menyusun Laporan Keterangan Pertanggung Jawaban Bupati (LKPJ) di

bidang keuangan:

d. menyiapkan dan menyusun bahan pedoman dan pert-anggung iawaban
keuangan Daerah oleh bendaharawan penerima dan pengEluaran;

e, metakukan pengelolaan administrasi keuangan yang berkaitan dengan
jurnal penerimaan;

f. melakukan pengetolaan administlasi keuangan yang berkaitan dengan
jurnal pengeluaran;

g. melakukan pengelolaan administrasi kouangan yang berkaitan dengan

iurnal selain kas;

h. melakukan pengelolaan adminielraul kouangan yang berkaitan dengan
i' 'rn.l .eat tAt.^

t.

K.

L

melakukan pengelolaan administrasi k€uangan yang berkaitan dengan
buku besar;

melakukan pengelolaan administrasi kouangan yang berkaitan dengan
buku pembantu;

menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagal bahan perumusan kebiiakan;

melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh alasan sesuai
bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

Bagian Kolima
Bidang Asset

Pasal 18

(1) Bidang Asset dipimpin oleh Kepala Bidang yang mempunyai tugas pokok
membantu Kepala Dinas dalam perencanaan, pengawasan, menyiapkan
bahan dan penyusunan pedoman serta petunjuk toknis perecanaan dan
pengadaan, pengelolaan barang daerah dan inventarisasi.

(2) Untuk menyelenggarakan tugas pokok tersebut pada ayat (1) Kspala Bidang
Asset mempunyai fungsi :

a. perumusan kebijakan teknis di bidang pengelolaan asset;

b. pelaksanaan pengelolaan aseti
c. pelaksanaan tugas kedinasan lain sesuai bidang tugasnya.

(3) Uraian tugas Kepala Bidang Asset sebagaiberikut:
a. menyusun rencana kegiatan bidang pengelolaan asset ssbagai pedoman

dalam pelaksanaan tugas;
b. memantau, mengawasi dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dan kegiatan

bawahan untuk mengetahui tugas-tugas yang telah dan belum dilaksanakan
serta memberikan penilaian prgstasi keria;



c. mendistribusikan tugas-lugas tertentu dan memberi petuniuk pelaksanaan

tugas kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

d. merumuskan kebijakan pengelolaan asset daerah:

e. melaksanakan koordinasi dan menyusun Rancangan Peraturan oaerah di

bidang pengelolaan asset daenh.
f. melaksanakan pengkajian dan penelitian terhadap asset daerah.yang akan

dimanfaatkan dtetr pitiat lain maupun yang akan digunakan oleh satuan

Kerja Perangkat Daerah (SKPD) di lingkungan Pemoriniah Kabupaten;

s.
h.

i.

j

melaksanakan administrasi bidang pengslolaan assel daerah;

melaksanakan penerimaan, penyimpanan, dan panyaluran barang yang

berada pada pengguna atau kuasa pengguna;

melaksanakan pengelolaan barang daerah;

melaksanakan pembinaan dan p€ng€ndalian pengelolaan investasi dan

asset Daerah Kabupateni

k. memfasilitasi pengelolaan asset daerah skala Kabupaten;

l. melaksanakan monitodng dan evaluasi pengelolaan barang daerah;

m.menyusun laporan hasil palaksanaan tugas dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan kebijakan;

n. melaksanakan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai

bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan.

Pasal '19

Bidang Asset terdiri dari :

a. Seksi Perencanaan dan Pengadaan;
b. Seksi Pengelolaan Barang Daerahi
c. Seksilnventarisasi.

Sekai Perencanaan dan Pgngadaan
Pasal 20

(1) Seksi Perencanaan dan Pengadaan dipimpin oleh Kepala Seksi yang

mempunyai tugas pokok membantu Kopala Bidang dalam melakukan
pembinaan, koordinasi, monitoring dan evaluasi perencanaan dan
pengadaan.

(2) Uraian tugas Seksi Per€ncenaen dan Pen0adaan ssbagaiberikut:
a. menyusun rencana kegialan seksi poroncanaan dan pengadaan sebagai

pedoman dalam pelaksanaan tugas;
b. memberi petunjuk, bimbingan teknis, pengawasan dan penilaian kinerja

kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas berjalan lancar;

c. mengkoordinasikan pengumpulan bahan pgrencanaan dan psngadaan
barang bagi perangkat daerah Kabupaton;

d. menyiapkan bahan dan mengkoordinasikan penyusunan standarisasi
harga;

e. menyiapkan bahan dalam rangka perencanaan dan pengadaan secara
sistematis serta menyajikan data barang yang meliputi jenis, harga, mutu,
ukuran barang sebagai hasil kegiatan pemeriksaan barang lingkup
Pemerintah Kabupaten:

f. mengkoordinasikan dan menyiapkan bahan dalam perencanaan dan
pengadaan rencana program dan analisa kebutuhan perlengkapan di
lingkungan Pemerintah Kabupaten melalui RKBU dan RTBU;

g. mengkoordinasikan dan malakukan pengumpulan data bahan
perencanaan kebutuhan perlengkapan di lingkungan Pemerintah
Kabupaten untuk disusun DKBMO;



h. DenoumDulan bahan data tealisasi hasil pongadean barang Satuan Kerja

beringkat Daerah (SKPD) tiap Tehun anggaran bagi kebutuhan perangkat

Daerah KabuPaten;

i. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan pengumpulan

cataiin perimbangan kebuiuhan ba.ang seluruh Perangkat Daerah

Kabupateni
j. mengkoordinasikan, menyiapkan bahan dan melakukan pengumpulan
' ren"ina kebutuhan pemeliharaan barang Satuan Kerja Perangkat Daereh

(SKPD) dan realisasi pemeliharaan barang Satuan Kerja Perangkat

Daerah (SKPD) setiap Tahun anggarani

k. menghimpun data dan kebutuhan barang Satuan Keria Perangkat Daerah
(sKPD) dalam rangka perumusan kebijakan pengelolaan asset;

l. melakukan administrasi perencanaan dan pengadaan;

m.menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memb€rikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumusan.kebijakan;

n. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai

bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas'

Seksi Pongoloaan Barang Daerah

Pasal2l

(1) Seksi Pengelolaan Barang Oaerah dipimpin olsh Kepala Sek8i yang

mempunyai tugas pokok membantu Kepala Bidang dalam melakukan
pembinaan, kooldinasi, monitoring dan evaluasi pengelolaan barang daerah.

(2) Uraian tugas Kepala Seksi Pengololaan Barang Dasrah sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan seksi pengelolaan baEng daerah;

b. memberi petuniuk, bimbingan teknis, pengawasan dan penilaian kinerja
kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas barjalan lanca[

c. melakukan pengamanan fisik maupun administrasi terhadap barang
inventaris baik barang bergerak maupun barang iidak bergerak bsrupa
pemasangan tanda kepemilikan, pemagaran, pencatatan, pemasangan
label kode lokasi, kode barang dan penyelesaian buKi kepemilikan barang
dan lain-lain;

d. melakukan peneiitian secara fisik terhadap status barang inventaris milik
Pemerintah Kabupaten terhadap asset tersebut agar tetap sesuai dengan

o.

f.

j.

h.

kebutuhan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

men6liti usulan penghapusan dari masing-masing Satuan Keria Perangkat
Daerah (SKPD) untuk diusulkan penghapusannya kepada Bupati sesuai
dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;

membuat laporan data barang inventaris yang disiapkan untuk dihapus
dan melakukan penelitian secara fisik terhadap barang-barang yang akan
dihapus;
melakukan pemanfaatan dan monitoring terhadap penggunaan dan
pemanfaatan barang Daerah yang sda pada masing-masing Satuan Ketia
Perangkat Oaerah (SKPD);

menyiapkan bahan, menyusun dan msngajukan usul pemantaatan barang
milik daerah kepada Kspala Oaorah boik dalam bentuk pinjam pakai,
penyewaan, kerjasama pemanfaaton don bsngun guna serah/bangunan
serah guna;

menyaapkan bahan dan melskukun pengelolaan terhadap rencana
persetujuan tentang pemanfaatan barang milik Daerah serla melakukan
penyusunan rancangan surat perjanjian;
meneliti usulan Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPO) tentang rencana
pemanfaatan barang milik Daerah yang melalui sewa, pinjam pakar,
kerjasama pemanfaatan dan bangun serah guna/bangun guna serah
kepada pihak ketiga;



k. menyiapkan bahan dalam menganalisa atau meneliti rencana barang yang

akan ditetapkan Pemanfaatannya;
L melakukan monitoring terhadap hasil laporan penyimpanan barang kepada

atasan langsung di masing-masing Satuan Keria Perangkat Daerah

(SKPD);

m.menyiapkan bahan dalam rangka penetapan kebijakan pengelolaan

investasi dan asset Oaerah Kabupaten;

n. menyiapkan bahan dalam rangka pembinaan dan pengendalian

pengelolaan investasi dan asset Daerah Kabupaten;

o. menginventarisasi asst Satuan Ksrjs Porangkat Daerah (SKPD) yang akan

dihapuskan;
p. menyiapkan bahan dan mengkoordinsslkan pengelolaan barang Daerah

oleh Satuan Kerja Perangkat Daorah ($KPD):

q. menyusun laporan hasil pelakeanaan tugas dan memb-erikan saran' 
pertimbangan kepada atasan sebagai bshan perumusan kebiiakan;

r. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh alasan sesuai

bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas'

Soksl Invontari!e!l
Pasal 22

('l) Seksi Inventarisasi dipimpin oleh Kepala Seksi mempunyai tugas pokok

membantu Kepala Bidang dalam melakukan pembinaan, koordinasi'
monitoring dan evaluasi inventarisasi.

(2) Uraian tugas Kepala Seksi Inventarisasi sebagai berikut:

a. menyusun rencana kegiatan seksi inventarisasi sebagai pedoman dalam
pelaksanaan tugas;

b. memberi petunjuk, bimbingan teknis, pengawasan dan penilaian kinerja
kepada bawahan sehingga pelaksanaan tugas bedalan lancar;

c. mengkoordinasikan' dan melakukan penyiapan data tentang keadaan
barang inventaris milik pusat dan daerah yang berada dalam psnguasaan
serta tanggungjawab Pemerintah Kabupaten;

d. menyiapkan bahan dan m€lakukan penyusunan bahan laporan
semesteran. Tahunan dan lima Tahun sskali (Buku Induk) teniang
inventarisasi barang yang bsrgerak dan tidak bergerak milik Pemeriniah
dan Pemerintah Kabupaten;

e. mengkoordinasikan dan melakukan penyiapan bahan inventarisasi barang
daerah bagi perangkat daerah Kabupaten sesuai format yang diatur dalam
peraturan perundang-undangan yang berlaku;

f. melakukan penelitian usul Satuan Kerja P€rangkat Daerah (SKPD)
terhadap penggunaan kendaraan dinas, rumah dinas, tanah dan gedung
untuk ditetapkan status penggunaannya dengan mempertimbangkan
jumlah personil, beban tugas dan tanggungjawab Satuan Kerja Perangkat
Daerah (SKPD) dimaksud;

g. menyiapkan bahan pengusulan kepada Kepala Daerah untuk penetapan
pengunaan barang milik daerah berupa tanah, bangunan dan kendaraan
yang harus diserahkan oleh pengguna sesuai dengan tugas pokok dan
fungsi Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD);

h. mengkoordinasikan dengan pihak terkait dan menghimpun asset
bermasalah yang diklaim oleh pihak lain;

i. melakukan penyiapan bahan dalam menganalisa atau meneliti rencana
barang yang akan ditetapkan penggunaannya;

j. melakukan monitoring terhadap hasil laporan pengurus barang kepada
atasan langsung di masing-masing Satuan Keda Perangkat Daerah
(SKPD);



K.

t.

melakukan inventarisasi oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD)

dalam rangka perumusan kobijakan pengelolaan asset;

melakukan administrasi inventarisasi, asset daerah :

m.menerima, menyimpan dan menyalurkan barang yang berada pada
pengguna/l(uasa penggunai

n. menyusun laporan hasil pelaksanaan tugas dan memberikan saran
pertimbangan kepada atasan sebagai bahan perumus€n kebiakan;

o. melakukan tugas kedinasan lain yang diperintahkan oleh atasan sesuai

bidang tugasnya untuk mendukung kelancaran pelaksanaan tugas.

BAB III
KELOI'POK JABATAN FUNGSIONAL

Pasal 23

Kelompok Jabatan Fungsional m€mpunyai tugas melaksanakan tugas

Pemerinlahan Daerah, sesuai bidang fungsl masing-masing betdasarkan dengan

keahlian dan kebutuhan.

Pasal"24

Kelompok jabatan fungsional dimakeud pada pasal 23 terdiri dari sejumlah
tenaga dalam jenjang jabatan fungsional yang tebagi dalam berbagai
kelompok sesuai dengan bidang keahllanya

Setiap kelompok sebagaimana dimaksud syat (1) pasal ini dipimpin oleh
seorang tenaga fungsional senior yang dlttlrljuk oleh Sekretaris Daerah alas
usul dan bertanggung iawab kepada Kepals Dina6.

(1)

(2',

(3) Jumlah jabatan fungsional dimaksud ayat (1) pasal ini
berdasarkan kebutuhan dan beban kerja.

Jenis jenjang dan pembinaan jabatan fungsional dimaksud ayat (1) pasal ini,

diatur sesuai dengan perundang-undanoan yang borlaku.

BAB IV
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN DALAM JABATAN

Pasal 25

Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan olsh Bupati dari PNS yang
memenuhi syarat atas usul Sekr€taris Daerah selaku ketua tim
BAPERJAKAT s8telah berkonsultasi secara tertulis dengan Gubemur
Sulawesi Selatan bagi pe.iabat yang dipromosikan .

Sekretaris dan Kepala Bidang diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas
usul Sekretaris Daerah selaku ketua tim BAPERJAKAT dengan
sepengetahuan K€pala Dinas.

(3) Kepala Sub Bagian, Seksi dan Kepala UPTD diangkai dan daberhentikan
oleh Sekretaris Daerah selaku ketua tim BAPERJAKAT ata6 DelimDahan
kewenangan Bupati.

(4) Pejabat Fungsional pada Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati atas
usul Sekretaris Daerah s€laku ketua tim BAPERJAIGT berdasarkan
peraluran perundang- undangan,

ditentukan

(4)

(1)

(z',)



BAB V
TATA KERJA

Pasal i6

Dalam melaksanakan tugasnya setiap pimpinan unit organisasi dan kelompok
jabatan fungsional wajib menerapkan prinsip kootdinasi, integrasi dan sinkronisasi

baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar satuan organisasi dalam

lingkup Pemerintah Daerah serta dengan Instansi lain diluar Psmerintah Daerah

sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 27

Setiap pimpinan satuan organisasi wajib mengawasi bawahannya masing-masing
dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah]angkah yang

diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Pasal 28

Setiap pimpinan satuan organisasi dalam unit kerja bertanggung iawab memimpin
dan mengkoordinasikan bawahannya dan memberikan bimbingan serta petuniuk
bagi pelaksanaan tugas bawahannya.

Pasal 29

Setiap pimpinan satuan organisasi wa.iib mengikuti dan mematuhi petuniuk dan
bertanggung .iawab kepada atasan masing-masing dan menyiapkan laporan
berkala tapat pada waktunya.

Pasal 30

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dari bawahannya
wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih
lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 31'

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan
wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang seqrra fungsional
mempunyai hubungan kerja.

Pasal 32

Dalam melaksanakan tugas dalam rengka pemborian bimbingan kepada bawahan
masing - masing, wajib mengadakan rapat bsrksla.

BAB V
KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 33

Pada saat berlakunya Peraluran Bupati ini, maka Keputusan atau Peraturan
Bupati yang mengatur hal yang sama yang bertentangan dengan peraturan ini
dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.



\'f

BAB VI
PENUTUP

Pasal 34

Peraturan ini mulai berlaku sejak tanggal diundangkan,

Agar setiap orang dapat mengeiahuinya, memerintahkan pengundangan peraturan
bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Marcs.

Ditetapkan di Maros

al 3 JEnual:l 2011

Diundangkan di Maros

DAERAH,

MM
bina Utama Madya

:19600909 198603 1 029

BERITA DAERAH KABUPATEN MAROS TAHUN 2011 NOMOR 06


